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ABSTRAK

Widya Astuti. NIM E111 16 009. Dinamika Politik Penjabat (Pj)
Walikota Makassar Tahun 2020 Di bawah bimbingan Prof. Dr. Armin,
M.Si. Dan Drs. H. A. Yakub, M.Si, P.hD

Pada Tahun 2018, Indonesia melaksanakan pemilu serentak
khususnya Kota Makassar yang melaksanakan pemilihan walikota.Namun
saat itu Kota Makassar hanya memunculkan satu pasangan tunggal saja
sehingga menurut UUD, pemilihan walikota Makassar harus melawan
kotak kosong. Dan dimenangkannya kotak kosong, kota Makassar harus
dipimpin oleh Penjabat (Pj) hingga adanya kepala daerah definitif. Dengan
adanya Penjabat (Pj) ini memunculkan dinamika politik terhadap proses
pengangkatan maupun pergantiannya. Pergantian Pj yang dilakukan
sebanyak tiga kali membuktikan bahwa memang ada dinamika politik yang
bermain didalamnya.Terkhusus dengan adanya Pj yang hanya menjabat
selama 43 hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses
terpilihnya dan faktor-faktor tergantikannya Prof Yusran Yusuf sebagai Pj
Walikota Makassar pada tahun 2020. Penulis juga melakukan penelitian
studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan
dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan
bagaimana proses terpilihnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi
sehingga Prof Yusran Yusuf diganti menjadi Pj Walikota serta
melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti data-data dari
instansi terkait. Adapun pendekatan dan teori yang digunakan ialah
pendekatan new institusionalisme, teori kekuasaan dan teori
kepemimpinan.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa baik dalam proses
pengusulan maupun proses tergantikannya Prof Yusran Yusuf terdapat
beberapa faktor yang mempengaruhi dan tidak terlepas dari kepentingan-
kepentingan politik. Dan karena tidak adanya norma atau aturan yang
mengatur maka pergantian Pj walikota terdapat beberapa kali pergantian
dalam satu periodisasi hingga adanya kepala daerah definitif.

Kata kunci : Penjabat (Pj) Walikota, Pergantian Pj, Dinamika Politik



ABSTRACT

Widya Astuti. NIM E111 16 009. Political Dynamics of the Interim

Mayor of Makassar in 2020.Under the guidance of Prof. Dr. Armin,
M.Sc. and Drs. H. A. Yakub, M.Sc, P.hD

In the year of 2018, Indonesia held simultaneous elections,
especially Makassar City which held the mayoral election. However, at that
time the City of Makassar only gave rise to one single pair so that
according to the Constitution, the election of the mayor of Makassar must
be against an empty box. And when the empty box is won, the city of
Makassar must be led by an Interim Mayor until there is a definitive
regional head. The existence of this Interim Mayor raises the political
dynamics of the process of appointment and replacement. The
replacement of the Interim Mayor which was carried out three times
proved that there were indeed political dynamics at play in it. Especially
with the Interim Mayor who only served for 43 days.

This study aims to find out how the process of selecting and
replacing Prof. Yusran Yusuf as Interim Mayor of Makassar in 2020. The
author also conducts case study research on the basis of qualitative
research. Data collection was carried out by interviewing key informants
who were considered able to explain how the election process was and
what factors influenced it so that Prof Yusran Yusuf was replaced as
Interim Mayor and completed it with several written references such as
data from related agencies. The approaches and theories used are the
new institutionalism approach, the theory of power and the theory of
leadership.

The results of this study explain that both in the nomination process
and in the process of replacing Prof. Yusran Yusuf, there are several
factors that influence and cannot be separated from political interests. And

because there are no norms or rules that regulate the replacement of the



Acting Mayor, there are several changes in one period until there is a
definitive regional head.

Keywords : Interim Mayor, The replacement of the Interim Mayor, Political
Dynamics.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan
dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah
tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan
pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah,
yang meliputi kepala daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi),
bupati (kepala daerah kabupaten), atau walikota (kepala daerah kota).
Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun terhitung sejak
pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya dalam
jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau
biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum
untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai
Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.Pilkada
(Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan
secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang

telah memenuhi persyaratan.!

'Pengertian Pilkada, https://seputarilmu.com/2020/10/pilkada-adalah.html. Pada tanggal 18
Oktober 2020 pukul 21:01



https://seputarilmu.com/2020/10/pilkada-adalah.html

Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan
secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang
sudah memenuhi syarat.Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan
satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi

2. Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten

3. Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota

Kota Makassar adalah salah satu daerah melaksanakan pilkada
pada tahun 2020 yaitu pemilihan Walikota.Makassar juga salah satu
daerah yang sangat kental mengenai dinamika politiknya.Baik dari segi
etnik maupun elitnya.Salah satu peristiwa besar yang sangat mencuri
perhatian publik adalah fenomena pemilihan walikota Kota Makassar pada
tahun 2018 yang lalu.Pasalnya, pemilihan ini hanya melahirkan satu
pasangan calon saja atau biasa disebut dengan calon tunggal.UU Nomor
8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan
Walikota yang menyebut bahwa pelaksanaan pilkada hanya dapat
berjalan minimal adanya dua pasangan calon dibatalkan dengan adanya
putusan MK Nomor 100/PUU-XII1/2015. Putusan MK ini menjelaskan
bahwa pemilihan umum dapat berlangsung meski terdapat satu pasangan

saja.



Implementasi dari Putusan MK Nomor 100/PUU-XII1/2015 adalah
munculnya calon tunggal di beberapa daerah pada pemilihan umum tahun
2018 salah satunya adalah kota Makassar. Munculnya kolom kosong di
Makassar setelah Mahkamah Agung (MA) mencoret pasangan
Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAmi) dari bursa
Pilwalkot Makassar karena dianggap melakukan pelanggaran dalam
proses kampanye dengan membagikan sejumlah ponsel kepada
masyarakat. Atas putusan itu, Pemilihan Walikota Makassar akhirnya
diikuti oleh pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi-
Cicu).MA dalam putusannya beranggapan bahwa Danny Pomanto selaku
petahana dianggap menggunakan jabatannya untuk melakukan
kampanye terselubung dalam program pemerintahannya.?

Dimenangkannya kolom kosong pada pemilihan walikota dan wakil
walikota kota Makassar, maka kota Makassar terhitung sejak masa
jabatan walikota telah selesai hingga tahun 2021, dipimpin oleh pj
(penjabat) Walikota. Pengangkatan Pj walikota ini adalah kewenangan
dari Kemendagri (Kementerian dalam Negeri) melalui pemerintah Provinsi
dalam hal ini gubernur.Kursi Walikota Makassar selanjutnya akan diisi
oleh seorang penjabat (Pj) walikota jika kolom kosong yang ditetapkan
sebagai pemenang oleh KPU. Hal itu tertuang secara gamblang dalam

Pasal 54D Ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016.

2 Amelia, Ananda Rizki. 2020. “Mobilisasi Dukungan Pada Pilkada Serentak 2018: Perbandingan
Kemenangan Dan Kekalahan Kolom Kosong Di Kota Makassar Dan Kota Tangerang”. Skripsi S1
Fakultas llmu Sosial dan Iimu Politik Universitas Andalas. Padang. Hal 7



Penjabat (Pj) adalah seorang yang diberi kewenangan untuk
sementara menduduki suatu jabatan dimana jabatan tersebut tidak
diduduki oleh seorang pun dengan kata lain kosong. Penjabat kepala
daerah ditingkat Kota dalam hal ini PJ Walikota kemudian akan ditetapkan
oleh Kemendagri melalui usulan Gubernur, walaupun bersifat sementara,
pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga
membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang
melekat pada kepala daerah definitif. Mengenai pelaksana tugas
sementara dalam hal ini disebut sebagai penjabat telah diatur dalam pasal
86 UU No. 23 Tahun 2914 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 7
Permendagri No. 1 tahun 2018 menyatakan bahwa penjabat sementara
gubernur, bupati, dan walikota, ditetapkan dengan Surat keputusan
Menteri.

Legalitas penunjukan Penjabat Walikota juga harus dilakukan oleh
institusi yang berwenang seperti menurut Philipus M Hadjon yang
menyatakan bahwa prinsip legalitas dalam tindakan/keputusan
pemerintahan meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.Wewenang
dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang melahirkan
asas praesumptio iustae causa/vermoeden van rechtmatig/keabsahan
tindakan pemerintah, yang artinya setiap perubahan, atau keputusan

suatu pejabat yang berwenang selalu dianggap sah kecuali apabila telah



adanya putusan pembatalan yang inkracht dari pengadilan yang
berwenang. Sedangkan substansi akan melahirkan legalitas materiil. 3

Sebagai penjabat walikota walaupun bersifat sementara, pada
dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga membuatnya
memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang melekat pada
kepala daerah definitif. kewenangan Penjabat yang terpilih yang terdapat
dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 yang
menyatakan bahwa:

1) Pjs Gubernur, Pjs Bupati, dan Pjs Walikota mempunyai tugas
dan wewenang:

a) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

b) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota

yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;

d) melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat

menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan

tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

* Jurnal Sofyan Hadi & Tomy Michae, 2017, Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam
Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara (Jurnal Cita Hukum Vol.5 No. 2), Faculty of Sharia and
Law UIN Jakarta, hal. 389



e) melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri Dalam Negeri.

2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs walikota

bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas kepada Menteri.

Adapun hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PIt atau Pjs kepala
daerah dan wakil kepala daerah terdapat pada pasal 132A Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah adalah:

(1) Hal hal yang dilarang:

a) melakukan mutasi pegawai;

b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat

sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan

dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang

bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan

d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan

pejabat sebelumnya.



(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
Dalam Negeri.

Terhitung sejak masa jabatan Moh. Ramdhan Pomanto
berakhir, kota Makassar dipimpin oleh Pj (Penjabat) Walikota. Igbal
Suhaeb merupakan tokoh yang berhasil menduduki jabatan Penjabat (Pj)
walikota Makassar.Pelantikan Igbal Suhaeb sebagai orang nomor satu di
Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Nomor: 131. 73 - 2352 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat
Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 April 2019 untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban walikota sampai satu tahun kedepan
terkecuali dalam pelaksanaanya terdapat ketentuan lain yang dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam
Negeri atau pengadilan yang berwenang.

Igbal Suhaeb mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai
penjabat walikota Makassar setelah gubernur Sulawesi Selatan Nurdin
Abdullah menunjuk Prof. Yusran Yusuf sebagai penggantinya. Keputusan
pengangkatan Prof Yusran sebagai penjabat  Walikota Makassar
dituangkan melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

bernomor 131. 73 - 779 Tahun 2020. *

*Gubernur Sulsel Lantik Yusran sebagai Penjabat Wali Kota
Makassar.https://daerah.sindonews.com/read/28066/174/qubernur-sulsel-lantik-yusran-
sebagai-penjabat-wali-kota-makassar-1589425508. Pada tanggal 5 Februari 2021 21:49



https://makassar.tribunnews.com/tag/prof-yusran
https://daerah.sindonews.com/read/28066/174/gubernur-sulsel-lantik-yusran-sebagai-penjabat-wali-kota-makassar-1589425508
https://daerah.sindonews.com/read/28066/174/gubernur-sulsel-lantik-yusran-sebagai-penjabat-wali-kota-makassar-1589425508

Masa jabatan Prof Yusran sebagai Pj walikota Makassar
dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid 19.Kasus covid 19 menjadi
prioritas utama di dunia khususnya Indonesia.Terlebih lagi pada kepala
daerah yang baru terpilih karena dapat menjadi evaluasi kinerja secara
khusus.Begitupun dengan posisi Prof. Yusran yang menggantikan posisi
Igbal Suhaeb sebagai Pj walikota ditengah-tengah pandemi.Masa jabatan
Prof Yusran sebagai Pj walikota hanya berlangsung selama 43 hari.Bisa
dikatakan bahwa Prof Yusran adalah satu-satunya pejabat yang menjabat
sebagai Pj dengan masa jabatan yang sangat singkat.Alasan Prof Nurdin
selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengganti Prof Yusran adalah karena
dianggap tidak mampu menekan skala covid yang semakin
meningkat.Menurutnya, di masa pandemik covid dibutuhkan pemimpin
yang kuat untuk bersatu padu guna memutus mata rantai penularan
Covid-19.

Kondisi pandemi yang terjadi di tanah air menjadi tantangan bagi
setiap kepala daerah secara khusus untuk menjalankan tugasnya. Tidak
terkecuali dengan Prof Yusran sebagai Pj Walikota kota Makassar. Ada
beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Prof Yusran sebagai Pj
Walikota yang menimbulkan kontroversi dan dianggap tidak mendukung
kondisi pandemik.Misalnya, soal diijinkannya penyelenggaraan resepsi
pernikahan dan shalat led berjamaah beberapa waktu lalu di tengah
wabah Covid-19 yang masih merajalela.Juga diperbolehkannya seluruh

tempat usaha buka, termasuk mall.Sejumlah pihak pun memprotes keras



kebijakan Pj Walikota yang baru seumur jagung menjabat ini. Ikatan
Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar, misalnya, mengecam kebijakan
Prof Yusran, yang terkesan mengabaikan protokol kesehatan di tengah
pandemi COVID-19. Masa jabatan Prof Yusran yang sangat singkat ini
tentu menimbulkan pertanyaan besar oleh masyarakat Makassar karena
hanya menjabat selama empat puluh tiga (43) hari.Selain Penjabat
atau Pj Wali Kota Makassar, Prof Yusran juga menjabat Kepala Bappeda
Sulsel, ia juga dapat kepercayaan dari Nurdin Abdullah sebagai Ketua
TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) Pemprov
Sulsel. Jauh sebelum menjadi Pj, Prof Yusran dan Prof Nurdin memiliki
hubungan yang sangat dekat.Hal ini tentu sangat menimbulkan
pertanyaan di masyarakat luas.Pasalnya, proses pemberhentian prof
Yusran sebagai Pj hanya lewat pesan WhatsApp saja yang dikirim
langsung oleh Prof Nurdin. Meskipun pemberhentian secara administrasi
ada, namun sebagian masyarakat menganggap bahwa pemberhentian
melalui pesan singkat dianggap tidak etis dilakukan oleh pejabat
daerah.Hal ini juga tentunya mempengaruhi hubungan kedekatan yang
terjalin antara Prof Yusran dan Prof Nurdin.

Berdasarkan segala pembahasan diatas, maka penulis tertarik
melakukan penelitian yang berjudul, yaitu: “Dinamika Politik Penjabat

(Pj) Walikota Makassar Tahun 2020”


https://makassar.tribunnews.com/tag/pj-wali-kota-makassar
https://makassar.tribunnews.com/tag/nurdin-abdullah

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada judul ini ialah:
1.2.1. Bagaimana Proses Terpilihnya Prof Yusran Yusuf sebagai
Penjabat (Pj) Walikota Makassar Tahun 20207?
1.2.2. Apa faktor penyebab Prof. Yusran Yusuf diganti sebagai Penjabat

(Pj) Walikota Makassar Tahun 20207

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang
telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai
adalah sebagai berikut:

a. Untuk Menggambarkan dan Menganalisis Proses
Terpilihnya Prof Yusran Yusuf Sebagai Penjabat (P))
Walikota Makassar Tahun 2020

b. Untuk Menggambarkan dan Menganalisis Faktor
Penyebab Prof. Yusran Yusuf Diganti Menjadi Penjabat
(Pj) Walikota Makassar Tahun 2020

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari
pengkajian ini.Dalam hal ini membagi manfaat-manfaat tersebut

menjadi manfaat akademik dan manfaat praktis.
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A. Manfaat Akademik
a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada
tingkat strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada
Departemen llmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Iimu
Sosial dan limu Politik Universitas Hasanuddin.
b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu

politik pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang berminat
memahami bagaimana Dinamika Politik Pj Walikota Makassar
Tahun 2020.

b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan
dalam penelitian-penelitian di tempat lain.

c. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini, penulis dapat
mengetahui Bagaimana Dinamika politik yang terjadi pada
pengangkatan dan pergantian Prof. Yusran Yusuf sebagai

Penjabat (Pj) Walikota Makassar tahun 2020.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pembahasan bagian bab ini, penulis akan menjelaskan
mengenai teori atau pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi
ini. Pendekatan yang digunakan untuk memudahkan mengkaji mengenai
masalah dinamika politik Penjabat (Pj) Walikota Makassar.

2.1. Pendekatan New Institusionalisme

Institusionalisme Baru merupakan pendekatan yang muncul
sebagai reaksi terhadap pendekatan sebelumnya.Perhatian utama dalam
pendekatan ini adalah pada negara dan institusi-institusinya sebagai
unsur utama yang menentukan dan membatasi. Pendekatan ini menolak
pandangan yang melihat negara sebagai institusi yang tidak bebas; yang
ditentukan oleh massa lewat aktor-aktor politik pilihan mereka. °

Bagi pendekatan Institusional Baru negara sebagai institusi
merupakan aktor tersendiri yang berdiri sendiri dan tidak
merepresentasikan kelas atau kelompok yang berada di dalam
masyarakat. Pada intinya institusi politik dapat dipahami sebagai aturan
permainan atau rules of the game yang dapat dilihat dari berbagai sudut,
seperti misalnya dari sifatnya yang formal (undang-undang, peraturan-
peraturan) atau informal (kebiasaan, norma sosial, adat istiadat dan
seterusnya), tertulis atau tidak tertulis. Dalam pengertian yang lebih sempit

ia berarti tata tertib untuk mengatur perilaku sekelompok manusia dan

> Budiardjo, Miriam. Soeseno, Nuri. Dan Rosa Evaquarta. IImu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep.
Modul 1.
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suatu proses pembuatan keputusan, yang dilaksanakan oleh aktor-aktor
yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal itu. Dengan demikian
sebuah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang teratur oleh
peraturan yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai institusi.
Keberadaan institusi politik dalam masyarakat disebabkan karena adanya
kesadaran warga bahwa ada sejumlah kepentingan yang sama di antara
mereka dan kehidupan bersama yang perlu diatur bersama. Hal ini
mendorong mereka untuk mengorganisasi diri dan membuat peraturan-
peraturan yang dapat mengatur kebersamaan dan kehidupan
mereka.Lahirnya peraturan-peraturan ditengah masyarakat juga sebagai
dasar atau tonggak bagaimana masyarakat bergerak untuk mencapai
suatu kepentingan yang telah lahir di antara mereka.

Pemerintah atau badan-badan pemerintah seperti birokrasi,
parlemen, presiden, dan seterusnya, merupakan salah satu bentuk
institusi tersebut.Selain itu, juga organisasi-organisasi dalam masyarakat
merupakan bentuk institusi politik seperti misalnya partai politik, organisasi
akar rumput, masyarakat sipil, dan seterusnya.Dengan pendekatan ini
maka ilmu politik kembali memfokuskan perhatian pada negara termasuk
aspek legal institusionalnya.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa
dengan adanya institusi-institusi maka dapat dipastikan adanya aturan
aturan atau pola pengaturan yang mengatur kehidupan bersama atau
kepentingan kolektif yang ada dalam sebuah masyarakat.Hal ini tentu

memberikan jaminan kepastian dan rasa aman bagi warga. Oleh karena
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institusi mempunyai kekuasaan yang secara relatif otonom maka ia tidak
dapat diubah dengan semuanya sendiri. Keberadaan institusi dengan
demikian memungkinkan adanya stabilitas di dalam masyarakat. Institusi-
institusi dengan demikian dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan
kolektif, yang berupa peraturan atau norma perilaku dan peran, yang
memberi keuntungan, peluang dan kekuatan pada serta memelihara
individu atau kelompok. Mengingat kegunaannya ini maka menjadi sangat
penting untuk membentuk institusi yang dapat menghimpun kepentingan
sebanyak mungkin pilihan warga untuk menentukan kepentingan kolektif.
Pendekatan institusionalisme baru mencerminkan banyak fitur
dari versi lama dari pendekatan institusionalisme untuk memahami politik,
di samping, juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori
dan analisis empiris.°Sebagai contoh, “institusionalisme lama” sistem
presidensial secara signifikan berbeda dengan sistem parlementer
berdasarkan struktur formal dan aturan.Pendekatan “institusionalisme
baru”, melihat lebih jauh dan mencoba untuk mencari tahu apakah
perbedaan-perbedaan tersebut benar-benar berbeda, dan jika demikian,
bagaimana mengatur kehidupan politik yang berbeda tersebut? Apakah
perbedaan tersebut lantas juga menciptakan perbedaan dalam hal kinerja
pemerintah?.’Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, lebih jauh, juga

merefleksikan bahwa pendekatan institusionalisme baru juga melihat

® Ramadlan, Moh. Fajar Shodiq. dan Tri Hendra Wahyudi. 2016. Pembiaran Pada Potensi Konflik
dan Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional. Politik
Indonesia: Indonesian Political Science Review 1. Universitas Brawijaya. Malang

7 Peters, B. G. (2011). Institutional theory in political science: the new institutionalism.
Bloomsbury Publishing USA.

14



bagaimana sebuah sistem, struktur, atau lembaga-lembaga tersebut
direkayasa dan berinteraksi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan
tertentu. Hall dan Taylor membagi pendekatan institusionalisme baru ke
dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (historical
institutionalism), institusionalisme pilihan rasional (rational choice
institutionalism) dan institusionalisme  sosiologis (sociological
institutionalism).®

2.2. Teori Kekuasaan

Semua politik adalah mengenai kekuasaan.Praktik politik
sering digambarkan sebagai pengerahan kekuatan, dan menjadi subjek
akademis studi mengenai kekuasaan.’® Kekuasaan adalah kemampuan
untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan,
khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kekuasaan menurut
Sanderson sebagai kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain
atau bahkan memadamkan usaha menentangnya. Di balik kekuasaan
terkandung makna adanya ancaman paksaan atau kekuatan konstan
jlkalau ada perintah atau keputusan yang tidak dipatuhi secara
sukarela.Kekuasaan  didukung oleh  kemampuan  penggunaan
kekerasan.'°Terdapat empat istilah yang berhubungan dengan kekuasaan

yaitu kepatuhan, paksaan, otoritas dan pengaruh. Kepatuhan mengacu

8HaII, P. A., & Taylor, R. C. (1996).Political science and the three new institutionalisms.Political
studies.Hal 9.

° Heywood, Andrew (2015) Pengantar Teori Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 178
Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana.
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pada tindakan-tindakan yang mengesampingkan dirinya sendiri karena
sumpah kepada orang lain.**Pemaksaan, otoritas dan pengaruh adalah
produk dari hubungan ketergantungan yang timpang.

Dalam dunia politik, kekuasaan dipandang sebagai salah satu
konsep politik. Kekuasaan politik dijadikan sebagai kemampuaan
memberdayakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses
pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu
menguntungkan diri sendiri, lembaga ataupun masyarakat. Kekuasaan
dapat dipandang dari dua arah, masing-masing mempunyai makna yang
berbeda.Pertama, kekuasaan dapat dilihat sebagai alat penggerak konflik
dalam dunia politik apabila politik dimaknai sebagai ruang pertarungan
atau arena pertempuran.Duverger menyebut ini sebagai aspek
antagonisme dari kekuasaan.Memegang posisi kekuasaan memberikan
seseorang keuntungan yang sangat besar. Yang kedua adalah,
kekuasaan dapat melindungi kemakmuran umum dan kepentingan umum
dari tekanan dan tuntutan kelompok-kelompok kepentingan yang khusus
apabila kita menganggap bahwa politik sebagai suatu usaha untuk
mencapai kehidupan yang lebih baik.

Kekuasaan mencakup dua aspek yaitu: aspek kewenangan dan
kemampuan. Oleh karena bila dihubungkan dengan konsep politik, maka
kekuasaan politik melaksanakan 2 hal tadi yaitu mencakup kewenangan

dan kemampuan untuk menyelenggarakan aktivitas politik.Berkaitan

u Martin, Roderick. 1993. Sosiologi Kekuasaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
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dengan pengertian kekuasaan politik, maka secara jelas dapat memahami
sifat-sifat kekuasaan politik, dengan melalui eksistensi pengorganisasian
sistem politik dari suatu negara yang juga cara-cara penyelenggaraan
kekuasaan politik yang ada di dalamnya.Sifat-sifat itu adalah keabsahan,
pertanggungjawaban, dan keragaman nya.Keabsahan (legitimasi) adalah
keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa kekuasaan yang ditujukan
kepada mereka itu adalah wajar dan patut dihormati berdasarkan persepsi
bahwa penyelenggaraan kekuasaan itu sesuai dengan azas dan prosedur
yang telah menjadi tradisi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan
prosedur yang sah.?

Dasar-dasar kekuasaan atau sumber-sumber kekuasaan
adalah faktor-faktor tempat berpijaknya kekuasaan. Salah satu dasar
kekuasaan adalah kepercayaan seseorang terhadap kekuasaan sang
actor. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan.Ada beberapa
pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan dapat berupa
kedudukan.Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan
kekuasaan, yaitu authority (otoritas) dan Legitimate (keabsahan).Seperti
yang dikatakan Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku Power
and Society, bahwa wewenang adalah kekuasaan formal.Dianggap bahwa

yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan

2 Budiardjo, Meriam. 1982. Dasar-Dasar lImu Politik. Jakarta : Gramedia. Hal 15
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membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan
kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.*®
Dalam kekuasaan pun ada yang disebut dengan relasi kuasa
(Power Relation), yaitu hubungan antara suatu kelompok dengan
kelompok lainnya berlandaskan ideologi tertentu. Setiap lembaga
pemerintahan memiliki kekuasaan yang hubungannya dengan lembaga
sejenis lainnya yang berada di atas atau di bawahnya, dengan juga
hubungannya dengan lembaga lainnya pada tingkat yang sama. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa bentuk negara dan pemerintahan pada
hakekatnya adalah perwujudan dari kekuasaan politik itu sendiri.Dalam
penelitian ini juga kita bisa melihat bagaimana relasi kuasa yang terjadi
dalam pengangkatan Penjabat (Pj) Walikota.Relasi yang dimaksud disini
adalah bagaimana relasi antara pemerintah pusat dalam hal ini
Kementerian dengan pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur.
2.2.1. Dimensi- Dimensi Kekuasaan
Untuk memahami gejala politik kekuasaan secara tuntas maka
kekuasaan dapat ditinjau dari empat dimensi kekuasaan, yang
dinyatakan oleh Charles F Andrian yaitu :
a. Potensial dan Aktual
b. Konsensus dan Paksaan
c. Jabatan dan Pribadi

d. Positif dan Negatif **

B Miriam Budiardjo. Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994). Hal. 90
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Dalam setiap situasi, hubungan kekuasaan politik mempunyai tiga
unsur yang selalu terkait di dalamnya. Ketiga unsur itu meliputi: tujuan,
cara penggunaan sumber-sumber pengaruh, dan hasil penggunaan
sumber-sumber pengaruh.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka dapat disebutkan sejumlah

ciri yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan politik adalah sebagai

b

1.

2.

erikut:

Kekuasaan merupakan hubungan antar manusia

Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain

Pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok,
organisasi, ataupun pemerintah (Negara dalam hubungan luar
negeri)

Sasaran kekuasaan (yang dipengaruhi) dapat berupa individu,
kelompok organisasi, atau pemerintah (Negara)

Suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu
mempunyai kekuasaan karena bergantung pada kemampuannya
menggunakan sumber kekuasaan secara efektif

Penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin melibatkan
paksaan, konsensus, atau kombinasi keduanya

Hal ini bergantung pada perspektif moral yang digunakan yakni

tujuan yang hendak dicapai itu baik atau buruk?

“Ha ryanto.Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar (Yogyakarta: PLOD, 2005), h. 25
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8. Hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh itu dapat
menguntungkan  seluruh  masyarakat atau dapat juga
menguntungkan kelompok kecil masyarakat

9. Pada umumnya kekuasaan politk mempunyai makna bahwa
sumber-sumber itu digunakan atau dilaksanakan untuk masyarakat
umum, sedangkan kekuasaan yang bersifat pribadi digunakan
untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat.

10. Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-
sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik. *°

2.3. Teori Kepemimpinan

Pada dasarnya kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan,
tetapi tidak sebaliknya, mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan
merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan
orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan
menggunakan sumber pengaruh secara efektif.Berbeda dengan
kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh,
kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan
persuasi untuk mempengaruhi pengikut.Selain itu, tidak seperti
kekuasaan yang belum tentu menggunakan pengaruh untuk
kepentingan bersama pemimpin maupun para pengikutnya.

Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan

kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-

>Rohaniah dan Efriza.Pengantar lImu Politik, 202
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lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur
politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan).Oleh karena itu,
pemimpin politik juga berbeda dengan kepala suatu instansi
pemerintahan karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan
dalam mempengaruhi bawahannya.Tidak seperti kepala suatu instansi
yang cenderung menggunakan hubungan- hubungan formal dan
impersonal dalam menggerakkan bawahannya, pemimpin politik lebih
menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam
menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.®

Selain itu, kepemimpinan politik juga dapat dipahami dalam tiga
perspektif: 1) kepemimpinan sebagai pola perilaku. 2) kepemimpinan
sebagai kualitas personal. 3) kepemimpinan sebagai nilai politik.
Sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait sekali dengan
kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan
tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan politik dituntut untuk mampu
mempertahankan konstituen politik dengan baik, bahkan mampu
memunculkan dukungan dukungan politik yang signifikan, mampu
mengelola potensi konflik yang ada dengan baik dan efektif, mampu
memotivasi anak buah dan konstituennya dengan baik, sehingga
senantiasa optimis dan mampu bangkit dari keterpurukan. Di samping
itu, ia juga dituntut untuk mampu bersosialisasi dan berkomunikasi

dengan segmen manapun, mampu memberi contoh dan mendorong

!¢ Ramlan Surbakti. Memahami limu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1990), 134.
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suatu proses pendidikan dan pencerahan politik, mampu menghadirkan
proses sirkulasi elite di dalam organisasi secara sehat, dan mampu
mendudukkan orang-orangnya di posisi-posisi strategis di lembaga-
lembaga politik kenegaraan yang ada. Kepemimpinan politik juga harus
selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang substansial.Pergeseran
kondisi yang terjadi dalam suatu masyarakat juga dapat mengukur
bagaimana tingkat kepemimpinan yang dimiliki oleh aktor.

2.4. Dinamika Politik

Dinamika secara umum artinya “gerak” sehingga memahami apa
itu dinamika politik adalah berarti berbicara mengenai pergerakan
dalam dunia politik. Menurut Leo Agustoni (2009) mengungkapkan
bahwa: “Dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi
dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja
problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias
penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam
menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang
disediakan hanyalah birokratis — teknokratis: mekanisme perencanaan
dari bawah, penjaringan aspirasi dan sejenisnya.:

Dengan adanya dinamika politik, pergeseran atau pergerakan
yang terjadi dalam dunia politik akan nyata untuk dilihat.

Salah satu hal yang menarik baru saja terjadi di kota Makassar.
Pergantian Penjabat walikota dilakukan pada tahun 2020.Makassar

dipimpin oleh penjabat (Pj) yaitu Igbal Suhaeb setelah pemilihan
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walikota tahun 2018 dimenangkan oleh kotak kosong.Setelah satu
tahun menjabat masa jabatan Igbal Suhaeb berakhir pada Mei 2020
tepat pada masa pandemic memuncak di Indonesia khususnya di
Makassar.Prof. Yusran Yusuf yang menjadi pengganti Pj walikota ini
hanya menjabat 44 hari.Fenomena ini tentunya sangat menarik
perhatian khalayak banyak.Mendagri mengeluarkan Sk Pj walikota juga
melalui usulan gubernur.ltu berarti, orang yang diangkat menjadi Pj
adalah orang yang integritasnya sudah teruji pada pemerintahan
daerah.Namun fenomena masa jabatan yang seumur jagung ini tentu
mempertanyakan bagaimana integritas dari Prof. Yusran.Bukan hanya
Prof. Yusran, integritas Prof. Nurdin juga patut dipertanyakan karena
sebagai gubernur, dialah yang mengusulkan Prof. Yusran untuk
menjadi Pj walikota.

Dinamika politik ini mengundang fokus baik pengamat politik
ataupun masyarakat untuk mengkaji dan mengamatinya.Tidak sedikit
orang yang menghubungkan dengan politik kepentingan.Namun secara
kelembagaan, sudah kewenangan pemerintah pusat untuk mengambil
kebijakan terhadap bagaimana kondisi di pemerintah daerah.

2.5. Telaah Pustaka

Penelitian yang berjudul “Dinamika Politik Pj Walikota Makassar
Tahun 2020” tentunya membahas bagaimana pergantian Jabatan Pj
walikota Makassar.Meskipun belum banyak penelitian yang serupa,

namun penulis menggunakan dua literatur yang dianggap mampu
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membantu terlaksananya penelitian ini.Meskipun menggunakan
literatur, peneliti tetap memberikan posisi yang berbeda dalam
penelitian ini agar terhindar dari kesamaan-kesamaan penelitian
terlebih dahulu.

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Akhsrullah
dengan judul penelitian “Intervensi Pejabat Politik Dalam Mutasi
Pejabat Struktural Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa”.Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai pola dalam
pelaksanaan mutasi pegawai di Setda Kabupaten Gowa.Terdiri dari
pola negosiasi, pola ancaman dan pola pemaksaan. Proses terjadinya
pemaksaan pegawai untuk memihak kepada kepentingan-kepentingan
pejabat politik dimulai dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh
pejabat politik dan berbagai pejabat-pejabat lainnya. Kesimpulan dari
penelitian adalah adanya Intervensi pejabat politik terhadap mutasi
pejabat struktural.Mobilisasi pegawai negeri sipil untuk berpihak kepada
kepentingan pejabat politik melalui arahan dan instruksi dari pejabat
politik yang secara otomatis juga bertindak selaku pejabat pembina
kepegawaian.Oleh karena itu masih ada pegawai negeri sipil yang
berafiliasi kepada kepentingan pejabat politik guna mengamankan
kedudukannya dalam jabatan  struktural.Pemihakan tersebut
dikarenakan adanya kontrak politik yang sebelumnya telah disepakati
bersama demi menunjang posisi jabatannya dalam birokrasi di tingkat

daerah khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.
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Kedua, penelitian yang berjudul "Dinamika Politik Birokrasi di
Kabupaten Bima Pasca Pemilukada Serentak 2015” yang dilakukan
oleh Yusriati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
dinamika politik birokrasi di Kabupaten Bima Pasca Pemilukada
serentak 2015.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Adanya politik
balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam
jajaran pemerintahan daerah Bima. Hal tersebut merupakan bentuk
imbalan bupati terhadap pejabat yang telah memilihnya pada
pemilukada serentak 2015, yang tidak memilihnya akan digeser dari
jabatannya.

Dari kedua penelitian diatas, diketahui bahwa adanya
pemanfaatan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang
dilakukan oleh elit politik yang berkuasa.Oleh karena itu penulis
mencoba meneliti bagaimana dinamika politik yang terjadi pada
pergantian Pj walikota Makassar tahun 2020.Yang membedakan
penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini berfokus
pada satu pejabat saja yang menjabat hanya selama 43 hari. Dengan
tujuan penelitian untuk mengetahui proses pengangkatan dan faktor
penyebab digantikannya Prof. yusran sebagai Pj walikota Makassar

dengan melihat relasi kuasa yang terjadi.
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2.6. Kerangka Pemikiran

Kekuasaan memberikan kewenangan dalam mengambil
keputusan.Kekuasaan melahirkan keputusan atau kebijakan yang
selalu dianggap sebagai instrumen dalam memainkan kekuasaan yang
terdapat dalam relasi-relasi antara pihak yang berkuasa dan
individu.Relasi yang tercipta adalah keinginan untuk saling
menundukkan. Sering kali kebijakan-kebijakan yang lahir dari
pemangku kekuasaan akan menciptakan dinamika. Dinamika dalam
dunia politik dimaknai sebagai pergerakan politis yang dilakukan
lembaga dalam menjalankan tugas atau wewenang.

Kota Makassar adalah salah satu kota yang tidak bisa
dipisahkan oleh dinamika-dinamika politik yang unik. Salah satu
dinamika yang mencuri perhatian masyarakat luas adalah pergantian Pj
Walikota yang menjabat selama 43 hari.Pergantian jabatan Pj walikota
yang singkat ini dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini
Gubernur melalui Koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Kekuasaan yang dipegang
Prof Nurdin sebagai gubernur Sulawesi Selatan tentunya memberikan
wewenang untuk mengeluarkan kebijakan, salah satunya adalah
mengangkat atau mengganti Pj Walikota.Namun, kebijakan ini tentunya
melahirkan asumsi bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh
Prof. Nurdin adalah kepentingan politis yang berkaitan dengan

kekuasaan yang dimilikinya.Meskipun alasan melakukan pergantian Pj
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Walikota yang singkat ini adalah karena dianggap tidak mampu
menekan jumlah pandemi covid 19, namun tentu saja dalam dunia
politik kepentingan-kepentingan politis tidak dapat dipisahkan dalam
setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis
proses terpilihnya Prof. Yusran Yusuf sebagai Pj Walikota serta
menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab Prof. Yusran Yusuf
diganti menjadi Pj Walikota Makassar tahun 2020. Peneliti
menggunakan pendekatan new institutionalism untuk melihat
bagaimana peran lembaga dalam menghadapi situasi politis.Teori
kekuasaan melihat bagaimana pemangku kebijakan menggunakan
kekuasaannya untuk melahirkan kebijakan yang sering Kali
memunculkan dinamika politik.Segala kebijakan atau keputusan yang
dikeluarkan juga mencerminkan bagaimana sikap kepemimpinan yang
dimiliki oleh elit politik.Dengan menggunakan pendekatan new
institutionalism tentu peneliti mengharapkan hasil penelitian yang tidak

hanya melihat lembaga atau institusi yang berpengaruh didalamnya.
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2.7. Skema Berfikir

Proses Terpilihnya Prof.
Yusran Yusuf sebagai Pj Faktor Penyebab Prof.

Walikota: Y Yusuf di ti:
. . === YUsran Yusuf diganti:
Usulan Gubernur Pj Walikota - Faktor Normatif

Keputusan Menteri - Faktor Psikologi

Dalam_negeri - Faktor Politik
Pelantikan oleh

Gubernur
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